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Abstrak

Transformasi pelayanan publik berbasis digital menjadi tuntutan penting dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif.
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Sistem Bukittinggi Gemilang
sebagai strategi perbaikan layanan publik di Kota Bukittinggi melalui integrasi
berbagai layanan pemerintahan dalam satu aplikasi digital. Metode yang digunakan
berupa studi literatur dan analisis fitur aplikasi untuk menilai relevansi sistem
terhadap kebutuhan pelayanan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Sistem Bukittinggi Gemilang mampu meningkatkan aksesibilitas informasi, efisiensi
proses pelayanan, dan akuntabilitas melalui transparansi data layanan. Selain itu,
sistem ini memperkuat partisipasi masyarakat melalui dukungan fitur pelaporan dan
kendali informasi. Namun, tantangan masih dijumpai, termasuk tingkat literasi digital
masyarakat, kesiapan aparatur, serta kebutuhan penguatan infrastruktur dan
keamanan data. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemeliharaan berkelanjutan
guna memastikan inovasi digital berjalan konsisten dan inklusif.

Kata Kunci: pelayanan publik, digitalisasi pemerintahan, aplikasi layanan, inovasi
daerah, Bukittinggi Gemilang.
Abstract

Digital transformation in public service has become essential to ensure effective,
transparent, and responsive governance. This study analyzes the implementation
of the “Sistem Bukittinggi Gemilang” as a strategic effort to improve public services
in Bukittinggi City by integrating multiple governmental services into a unified digital
platform. The research employs a literature review and application feature analysis
to assess the system’s relevance to public service needs. The findings indicate that
the application enhances information accessibility, service efficiency, and
accountability through transparent service data. It also strengthens public
participation by providing reporting tools and centralized information channels.
Nevertheless, challenges persist, including varying levels of digital literacy among
citizens, government readiness, and the need to reinforce infrastructure and data
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security. This study highlights the importance of continuous system maintenance to
ensure that digital innovation remains inclusive, sustainable, and aligned with public

expectations.

Keywords: public service, digital government, service application, regional

innovation, Bukittinggi Gemilang.

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan
salah satu indikator utama
keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Masyarakat
menuntut layanan yang cepat,
transparan, efisien, dan mudah
diakses, seiring berkembangnya
teknologi informasi dalam berbagai
aspek kehidupan. Transformasi digital
telah menjadi kebutuhan mendesak
bagi pemerintah daerah  untuk
meningkatkan kualitas layanan
sekaligus memperkuat kepercayaan
publik terhadap birokrasi (Wahyudi &
dkk, 2023). Fenomena ini mendorong
lahirnya berbagai inovasi berbasis
teknologi, termasuk pemanfaatan
aplikasi layanan publik sebagai
instrumen percepatan pelayanan dan
penyederhanaan prosedur
administrasi  pemerintahan.  Kota
Bukittinggi sebagai salah satu kota
berkembang di Sumatera Barat turut
berupaya mengadopsi konsep e-
government dan smart city dalam
meningkatkan daya saing daerah dan
kualitas layanan publik (Sgrensen et
al., 2021).

Meskipun berbagai inisiatif
pelayanan publik telah dijalankan
sebelumnya, persoalan keterbatasan
akses informasi, lamanya proses
birokrasi, kurangnya integrasi layanan

antarlembaga pemerintahan, serta

rendahnya efisiensi dalam
pengelolaan  administrasi  masih
menjadi keluhan masyarakat.
Beberapa layanan publik masih
menuntut kehadiran fisik,

pengumpulan berkas berulang, dan
penyampaian informasi manual yang
rentan menimbulkan ketidakpastian
waktu penyelesaian (Andriyan et al.,
2024). Persoalan ini menunjukkan
adanya kesenjangan antara harapan
masyarakat terhadap layanan modern
berbasis teknologi dan praktik layanan
konvensional yang masih dominan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
transformasi pelayanan publik di Kota
Bukittinggi diperlukan bukan hanya
sebagai tren digitalisasi, tetapi
sebagai jawaban terhadap kebutuhan
masyarakat akan layanan yang
responsif, mudah, dan terukur.

Merespons tuntutan tersebut,
Pemerintah Kota Bukittinggi melalui
Dinas Komunikasi dan Informatika
mengembangkan Sistem Bukittinggi
Gemilang, sebuah aplikasi terpadu
yang memuat berbagai layanan dalam
lingkup pemerintahan daerah. Aplikasi
ini dirancang sebagai wadah layanan
publik komprehensif, mencakup akses
informasi pemerintah, layanan
masyarakat, bantuan sosial, data
kependudukan, informasi pariwisata,
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pelaporan  permasalahan  publik,
hingga layanan administratif di
kelurahan dan perangkat daerah
(Google  Play, 2025). Tujuan
utamanya adalah digitalisasi layanan
agar masyarakat tidak lagi
menghadapi proses birokrasi yang
berbelit, sementara pemerintah dapat
meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelayanan secara real time. Dengan
satu pintu aplikasi, layanan publik
diharapkan terintegrasi, mudah
dijangkau, dan minim hambatan
administratif.

Namun, meskipun aplikasi ini
menawarkan konsep layanan terpadu,
pemanfaatan teknologi dalam
pelayanan publik tidak serta-merta
menjamin keberhasilan implementasi.
Penelitian terdahulu mengenai
aplikasi layanan pemerintahan di
Bukittinggi, seperti aplikasi SICANTIK
maupun Sistem Bukittinggi Hebat,
menunjukkan bahwa keberadaan
teknologi belum sepenuhnya
berbanding lurus dengan efektivitas
pelayanan (Jefri Al Hakim & Asmungi,
2024). Masih terdapat kendala seperti
minimnya literasi digital, kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat, belum
optimalnya  fitur  layanan, dan
rendahnya tingkat pemanfaatan
aplikasi oleh kelompok rentan atau
masyarakat yang belum familiar
dengan perangkat digital. Di sinilah
terlihat gap penelitian yaitu belum
adanya kajian yang secara spesifik
mengevaluasi implementasi Sistem
Bukittinggi Gemilang sebagai strategi
perbaikan layanan publik, apakah
benar mampu meningkatkan kualitas
layanan dan mengatasi kendala

pelayanan sebelumnya. Dengan
demikian, penelitian ini dibutuhkan
untuk melihat bagaimana aplikasi
tersebut berfungsi bukan hanya
sebagai alat teknologi, tetapi sebagai
strategi reformasi birokrasi modern.

Solusi yang ditawarkan melalui
keberadaan Sistem Bukittinggi
Gemilang dinilai relevan dan realistis
karena digitalisasi merupakan
pendekatan yang paling efektif untuk
menjawab persoalan pelayanan publik
masa kini. Digitalisasi memungkinkan
integrasi data lintas instansi, otomasi
proses administrasi, pelacakan
layanan  berbasis  sistem, dan
penyediaan informasi real time tanpa
batasan jarak serta waktu. Pemilihan
solusi berbasis aplikasi dibandingkan
peluasan layanan tatap muka
tradisional menunjukkan perubahan
paradigma bahwa pelayanan publik
tidak lagi berorientasi pada pertemuan
fisik, melainkan pada aksesibilitas dan

efisiensi.  Aplikasi  ini  menjadi
instrumen strategis yang
memungkinkan  kualitas layanan

publik meningkat tanpa peningkatan
anggaran yang signifikan, karena
perbaikan kinerja dilakukan melalui
optimalisasi sistem informasi.

Penelitian mengenai
implementasi  Sistem  Bukittinggi
Gemilang menjadi penting karena
hasilnya memberikan kontribusi nyata
terhadap penguatan kebijakan
pelayanan publik digital di daerah.
Temuan penelitian dapat menjadi
dasar bagi pemerintah daerah untuk
menilai sejauh mana aplikasi telah
dimanfaatkan oleh masyarakat, fitur
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apa yang perlu dikembangkan atau
disederhanakan, serta strategi apa
yang diperlukan untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam
memanfaatkan layanan berbasis
digital. Lebih jauh, penelitian ini
bermanfaat dalam mendukung
transformasi digital pemerintahan
daerah secara berkelanjutan,
sehingga tidak hanya menciptakan
aplikasi, tetapi memastikan aplikasi
benar-benar memberikan nilai guna
bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitan  ini  menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif
dengan metode studi literatur dan
analisis aplikasi untuk memahami
implementasi  Sistem  Bukittinggi
Gemilang sebagai strategi perbaikan
layanan  publik  berbasis digital
(Nurlaila et al., 2024). Pendekatan ini
dipilih  karena  penelitian  tidak
menitikberatkan pada pengukuran
hubungan kuantitatif antarkomponen,
tetapi pada eksplorasi mendalam
mengenai efektivitas pemanfaatan
teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik
daerah. Studi literatur dilakukan
dengan menelaah berbagai sumber
akademik dan dokumen resmi,
termasuk jurnal nasional mengenai e-
government dan smart city, publikasi
iimiah terkait digitalisasi layanan
publik, peraturan pemerintah, laporan
kebijakan, dan dokumen Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Bukittinggi. Literatur tersebut
dianalisis untuk memperoleh
gambaran teoretis tentang indikator

keberhasilan layanan publik digital
seperti efisiensi birokrasi, efektivitas
pemanfaatan teknologi, responsivitas
lembaga layanan, partisipasi
pengguna, serta perubahan kualitas
pelayanan. Studi literatur ini juga
penting untuk mengidentifikasi
tantangan umum implementasi
layanan digital, misalnya kesenjangan
literasi digital, keterbatasan
infrastruktur, resistensi internal
birokrasi, dan pengelolaan integrasi
sistem antarlembaga (Masa et al.,
2023).

Untuk memperkuat hasil kajian,
dilakukan analisis aplikasi guna
mengevaluasi struktur, fitur, serta
kinerja Sistem Bukittinggi Gemilang
sebagai layanan publik digital terpadu.
Analisis diarahkan pada aspek
aksesibilitas, kemudahan
penggunaan, desain  antarmuka,
kejelasan  navigasi, kelengkapan
menu layanan, kecepatan respons,
integrasi antar-instansi, serta
ketersediaan sarana pelaporan dan
umpan balik pengguna. Evaluasi
pengalaman pengguna (user
experience) juga diperhatikan untuk
menilai sejauh mana aplikasi mampu
memenuhi  kebutuhan masyarakat
yang beragam. Teknik ini
memungkinkan peneliti mengaitkan
teori pelayanan publik digital dengan
implementasi nyata dalam aplikasi.
Dengan  mengombinasikan  studi
literatur dan  analisis  aplikasi,
penelitian ini  memperoleh dasar
komprehensif dalam menilai Sistem
Bukittinggi Gemilang tidak hanya
sebagai produk teknologi, tetapi
sebagai instrumen strategis reformasi
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birokrasi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik di Kota Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
HASIL

Hasil analisis terhadap aplikasi
Sistem Bukittinggi Gemilang
menunjukkan bahwa aplikasi ini telah
berfungsi sebagai portal terpadu
layanan pemerintahan berbasis digital
di Kota Bukittinggi. Antarmuka awal
menampilkan dashboard pengguna
dengan identitas akun, menunjukkan
bahwa sistem mendukung
personalisasi layanan melalui proses
login  dan verifikasi. Fitur ini
mencerminkan orientasi aplikasi pada
peningkatan keamanan data dan
akuntabilitas pelayanan publik.
Tercatat pula informasi ukuran
aplikasi yang relatif kecil (24 MB) dan
rating pengguna sebesar 4,6/5 dari 36
ulasan, yang mengindikasikan
penerimaan dan kepuasan awal
masyarakat terhadap aplikasinya.

Mumu Pelagunen Putiin

" Ao w“ L]

, SISTEM BUKITTINGGI
,@ GEMILANG

——

Gambar 1. Dashboard aplikasi

Temuan pertama pada dashboard
aplikasi menunjukkan penyediaan
beberapa layanan inti, seperti layanan
kelurahan, Dukcapil, pengaduan, dan
PPID. Kehadiran menu tersebut
membuktikan adanya upaya
konsolidasi layanan administratif yang
sebelumnya tersebar pada platform
berbeda. Dengan demikian, aplikasi
berpotensi mengurangi beban
administratif dan memperpendek
waktu layanan masyarakat. Tampilan
menu dibuat sederhana dengan ikon
yang representatif sehingga
memudahkan navigasi pengguna,
terlebih bagi masyarakat umum yang
belum terbiasa menggunakan layanan
digital.

Temuan kedua berasal dari fitur
Domain Kebijakan, di mana aplikasi
menyediakan akses resmi terhadap
berita, informasi program, event
pemerintah, serta capaian
pembangunan Kota Bukittinggi. Hal ini
menunjukkan bahwa aplikasi tidak
hanya berfungsi sebagai media
pelayanan administratif, namun juga
sebagai platform transparansi
pemerintah daerah. Pada tampilan
yang dianalisis, tombol “Buka

243



Pendas : Jurnal limiah Pendidikan Dasar,

ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950

Volume 10 Nomor 04, Desember 2025

Layanan” mengarahkan pengguna
langsung ke portal berita resmi,
mempercepat akses terhadap
kebijakan  publik  tanpa  harus
mengunjungi situs terpisabh.

Selanjutnya, analisis terhadap
fitur  SIHP  Bukittinggi  (Sistem
Informasi Harga Pangan)
memperlihatkan upaya pemerintah
dalam menyediakan informasi harga
bahan pokok secara real time. Fitur ini
penting bagi masyarakat, khususnya
pedagang dan konsumen, untuk
memantau dinamika harga pangan di
pasar local (M. N. Alamsyah, 2017).
Sistem pergerakan harga pangan
yang dapat diakses langsung melalui
aplikasi membuktikan bahwa Sistem
Bukittinggi Gemilang turut mendukung

stabilitas informasi ekonomi
masyarakat.
Secara keseluruhan, hasil

pengamatan menunjukkan bahwa
aplikasi telah mengintegrasikan fungsi
pelayanan publik, informasi kebijakan,
dan informasi ekonomi dalam satu
ekosistem digital. Ketersediaan fitur
login  biometrik serta verifikasi
identitas juga memperkuat aspek
keamanan dan kerahasiaan data
pengguna. Meskipun belum terlihat
fitur transaction tracking atau real-time
feedback, aplikasi sudah memberikan
pondasi kuat untuk pelayanan publik
berbasis digital dengan dukungan
desain antarmuka yang sederhana
dan responsif. Dengan cakupan
layanan yang terus diperluas, aplikasi
ini berpotensi menjadi model tata
kelola kota berbasis teknologi yang
efektif dan inklusif.

PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Bukittinggi
Gemilang sebagai strategi perbaikan
layanan  publik  berbasis digital
menunjukkan transformasi struktural
dalam tata kelola pemerintahan
daerah menuju efisiensi, transparansi,
dan akuntabilitas. Implementasi ini
sejalan dengan paradigma e-
government  yang menekankan
pemanfaatan teknologi informasi
untuk meningkatkan hubungan
pemerintah—masyarakat (Government
to Citizen) (Mouter et al.,, 2021),
pemerintah—dunia usaha
(Government to Business) (A.
Alamsyah, 2022), serta internal
birokrasi pemerintah (Government to
Government) (Hermawan et al.,
2023). Peralihan layanan publik dari
model konvensional ke sistem digital
menjadi solusi terhadap berbagai
permasalahan klasik, seperti proses
layanan yang lambat, birokrasi
panjang, ketidakpastian prosedur, dan
minimnya  aksesibilitas  informasi.
Melalui platform ini, Pemerintah Kota
Bukittinggi  berupaya menciptakan
pelayanan publik yang lebih terukur,
mudah diakses, responsif, dan

berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.
Secara teoritis, implementasi

sistem layanan publik digital sesuai
dengan konsep New Public Service
(NPS) yang menempatkan warga
bukan sekadar sebagai pelanggan,
tetapi sebagai mitra aktif dalam tata
kelola public (Ummah, 2022). Sistem
Bukittinggi Gemilang
mengoperasionalkan prinsip tersebut
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melalui fitur partisipatif, seperti kanal
pengaduan, pelacakan permohonan
layanan, dan penyediaan informasi
yang transparan tentang proses
administrasi. Dengan demikian,
masyarakat mendapatkan ruang
untuk turut mengawasi jalannya
kinerja pemerintah daerah dan ikut
mengambil peran dalam peningkatan
pelayanan. Transformasi digital ini
juga berkaitan dengan teori
Technology Acceptance Model (TAM)
yang menekankan bahwa penerimaan
teknologi oleh pengguna dipengaruhi
oleh persepsi kemanfaatan (perceived
usefulness) dan kemudahan
penggunaan (perceived ease of use).
Hal ini tercermin dalam desain sistem
yang menekankan kesederhanaan
antarmuka, kejelasan prosedur, serta
ketersediaan layanan yang dapat
diakses melalui perangkat digital, baik
ponsel maupun komputer (Amalia,
2019).

Sejalan dengan teori tersebut,
hasil analisis menunjukkan bahwa
sistem digital ini memberikan manfaat
instrumental bagi masyarakat maupun
aparatur pemerintah. Dari perspektif
masyarakat, manfaat paling signifikan
adalah percepatan proses birokrasi,
transparansi status layanan,
fleksibilitas akses tanpa batasan
ruang dan waktu, serta pengurangan
potensi pungutan liar karena seluruh
proses terdokumentasi dalam sistem.
Di sisi lain, bagi pemerintah, hadirnya
database yang terintegrasi
meningkatkan efisiensi kerja karena
pemrosesan data menjadi lebih cepat,
minim  kesalahan, dan  dapat
dievaluasi dengan indikator kinerja

yang terukur. Integrasi layanan dalam
satu pintu sekaligus memperkecil

tumpang tindih pekerjaan
antarorganisasi perangkat daerah,
sehingga koordinasi internal

pemerintah menjadi lebih solid.

Namun demikian, keberhasilan
implementasi tidak terlepas dari
tantangan. Dalam perspektif theory of
digital governance, penerapan
teknologi bukan hanya persoalan
menyediakan platform digital, tetapi
juga memastikan kesiapan sumber
daya manusia, regulasi pendukung,
infrastruktur  digital, dan budaya
birokrasi yang adaptif terhadap
perubahan. Temuan analisis
menunjukkan bahwa peningkatan
kapasitas aparatur berkaitan dengan
literasi digital menjadi faktor penting
dalam menjamin kelancaran layanan.
Aparatur harus menguasai
penggunaan sistem, mampu
memberikan respons cepat terhadap
permohonan layanan, serta memiliki
kemampuan komunikasi publik yang
lebih terbuka. Selain itu, kesiapan
masyarakat juga turut menentukan
efektivitas penggunaan sistem. Meski
akses digital sudah semakin merata,
masih  terdapat masyarakat -
khususnya kelompok usia lanjut dan
masyarakat ekonomi rentan — yang
belum terbiasa dengan penggunaan
layanan online sehingga memerlukan
edukasi dan pendampingan.

Isu penting lainnya adalah
ketergantungan  sistem terhadap
stabilitas jaringan internet dan
kesiapan infrastruktur server. Jika
gangguan teknis terjadi, layanan
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publik digital dapat terhenti dan
menurunkan kepercayaan pengguna.
Oleh karena itu, governance of
technology menuntut adanya
pemeliharaan sistem, pembaruan
berkala, dan mekanisme backup data
untuk menjamin keberlangsungan
layanan. Keamanan data menjadi poin
kritis mengingat sistem mengelola
informasi pribadi masyarakat. Sejalan
dengan prinsip data governance,
Pemerintah Kota Bukittinggi dituntut
memastikan  perlindungan  data,
mencegah kebocoran informasi, dan
menegakkan etika pemanfaatan data
sesuai standar regulasi perlindungan
privasi.

Dari sudut pandang
pengembangan kebijakan  publik,
implementasi sistem ini

memperlihatkan orientasi pemerintah
pada policy innovation melalui
pemanfaatan digitalisasi. Penerapan
sistem Bukittinggi Gemilang bukan
sekadar teknologi yang berdiri sendiri,
tetapi bagian dari strategi besar untuk

memperbaiki  kualitas  pelayanan
publik dan mempersempit
kesenjangan antara kebutuhan
masyarakat dengan respons

pemerintah. Hal tersebut mendukung
cita-cita good governance melalui tiga

pilar utama: transparency,
accountability, dan public
participation. Transparansi
diwujudkan  melalui  penyediaan

informasi prosedur layanan secara
terbuka. Akuntabilitas tercipta melalui
rekam jejak digital yang terekam
otomatis, meminimalkan  potensi
penyimpangan. Partisipasi  publik
difasilitasi melalui ruang digital untuk

memberikan masukan, kritik, atau
laporan terhadap kinerja layanan.

Implementasi layanan  publik
berbasis digital juga memperkuat
daya saing daerah. Kemudahan
memperoleh layanan administrasi
kependudukan, perizinan usaha,
informasi pajak, dan berbagai layanan
sosial mendorong terciptanya iklim
investasi yang lebih kondusif dan
meningkatkan  indeks  kepuasan
publik. Peningkatan kualitas layanan
bukan hanya bagian dari reformasi
internal pemerintah daerah, tetapi
juga menjadi strategi pemasaran kota
(city branding) yang memperlihatkan
keseriusan pemerintah membangun
birokrasi modern. Oleh karena itu,
sistem Bukittinggi Gemilang
berpotensi menjadi model inovasi
pelayanan publik daerah yang dapat
direplikasi di kota-kota lain di
Indonesia.

Dengan demikian, pembahasan
secara keseluruhan menunjukkan
bahwa sistem Bukittinggi Gemilang
memberikan kontribusi nyata dalam
mengatasi permasalahan birokrasi
konvensional dan memperkuat
layanan publik berbasis digital, sesuai
tujuan utama penelitian. Analisis
teoretis melalui pendekatan NPS,
TAM, digital governance, dan good
governance memperlihatkan bahwa
implementasi ini  bukan hanya
perubahan alat  kerja, tetapi
perubahan paradigma
penyelenggaraan pelayanan publik.
Keberhasilan sistem ini ditentukan
oleh kolaborasi antara kesiapan
pemerintah, kesiapan masyarakat,
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infrastruktur teknologi, dan
keberlanjutan kebijakan. Digitalisasi
layanan  publik  melalui  sistem
Bukittinggi Gemilang menjadi langkah
strategis untuk mewujudkan
pelayanan publik yang cepat, efektif,
humanis, dan adaptif terhadap
dinamika era digital, sekaligus
memperkuat  reformasi  birokrasi
menuju pemerintahan yang lebih
berintegritas dan berorientasi pada
kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Sistem Bukittinggi
Gemilang sebagai strategi perbaikan
layanan  publik  berbasis digital
menunjukkan bahwa transformasi
layanan melalui teknologi informasi
mampu mengatasi berbagai
persoalan birokrasi konvensional,
seperti proses pelayanan yang
lambat, kurang transparan, dan tidak
efisien. Digitalisasi layanan terbukti
meningkatkan aksesibilitas,
kecepatan, akuntabilitas, dan kualitas
relasi antara  pemerintah  dan
masyarakat melalui  penyediaan
layanan satu pintu yang terintegrasi.
Sistem ini sejalan dengan prinsip New
Public Service, Technology
Acceptance  Model, dan good
governance, sehingga menegaskan
bahwa keberhasilan implementasi
tidak hanya ditentukan oleh teknologi,
tetapi juga oleh partisipasi publik,
kesiapan aparatur, dan tata kelola
yang berorientasi pada transparansi
dan akuntabilitas. Dengan demikian,
digitalisasi pelayanan publik melalui
Sistem Bukittinggi Gemilang
merupakan langkah strategis dalam

reformasi birokrasi daerah menuju
pemerintahan yang responsif, adaptif,
dan terpercaya.

Meskipun membawa dampak
positif yang signifikan, pengembangan
sistem ini tetap  memerlukan
penyempurnaan agar manfaatnya
semakin optimal. Pemerintah perlu
memperluas program literasi digital
bagi masyarakat, khususnya
kelompok rentan teknologi, untuk
menjamin keterjangkauan layanan
secara merata. Kapasitas aparatur
juga perlu ditingkatkan  melalui
pelatihan berkelanjutan serta
pembentukan budaya kerja berbasis
kinerja digital. Selain itu, pemerintah
perlu  memastikan  ketersediaan
infrastruktur jaringan yang stabil,
keamanan data pengguna, dan sistem
pemeliharaan aplikasi yang
berkelanjutan.  Kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat, akademisi,
dan sektor swasta perlu diperkuat
agar inovasi digital terus berkembang
dan relevan dengan kebutuhan
pengguna. Dengan dukungan
kebijakan yang konsisten dan evaluasi
berkala, Sistem Bukittinggi Gemilang
berpotensi menjadi model nasional
bagi peningkatan kualitas layanan
publik berbasis teknologi.
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